
 
 

 

 

 

 

 

PERATURAN DAERAH  

KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT 

NOMOR   38  TAHUN 2001 

 

TENTANG 

 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN TINGKAT II  

TANJUNG JABUNG NOMOR 10 TAHUN 1990 TENTANG   

PENERIMAAN SUMBANGAN PIHAK KETIGA  

KEPADA DAERAH 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT 
 

Menimbang :  

a. bahwa dengan telah diberlakukannya Undang - undang Nomor 22 Tahun 1999 
tentang Pemerintahan Daerah dan Undang - undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang 
Pembentukan Kabupaten Sarolangun , Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi 
dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur , maka perlu melakukan perubahan 
Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Tanjung Jabung Nomor 10 Tahun 
19908 tentang Penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga Kepada Daerah; 

b. bahwa untuk merubah sebagaimana dimaksud huruf  a  di atas maka perlu 
ditetapkan dengan Peraturan Daerah. 

 

Mengingat : 

1. Undang - undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II 
Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung ( Lembaran Negara 
Tahun 1965 Nomor 50 ) dengan mengubah Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956 
tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Propinsi  Sumatera  Tengah  ( 
Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 25 ); 

2. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah 
(Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 
3685); 

3. Undang - undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah  ( Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60 ); 

4. Undang  -  undang  Nomor 54 Tahun  1999  tentang Pembentukan Kabupaten 
Sarolangun , Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung 
Jabung Timur ( Lembaran Negara  Tahun 1999 Nomor  182 ); 



  

 

 

5. Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-undang 
Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran 
Negara Tahun 2000 Nomor 246); 

6. Keputusan Presiden Nomor  44 Tahun 1999 tentang Teknis Penyusunan Peraturan 
Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan 
Peraturan Pemerintah  dan Rancangan Keputusan Presiden;    

7. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Tanjung Jabung Nomor 10 Tahun 
1990 tentang Penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga Kepada Daerah. 

 

Dengan Persetujuan 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  

KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT  

 

MEMUTUSKAN : 

 

Menetapkan : 

PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH 

KABUPATEN DAERAH TINGKAT II TANJUNG JABUNG NOMOR 10 TAHUN 1990 

TENTANG  PENERIMAAN SUMBANGAN PIHAK KETIGA KEPADA DAERAH. 

 

Pasal I 

Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Tanjung Jabung Nomor 10 Tahun 1990 
tentang Penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga Kepada Daerah ( Lembaran Daerah 
Nomor 4 Tahun 1993 Seri D  Nomor 4 ) diubah sebagai berikut : 

A. Penyebutan Kata Tanjung Jabung sebagai nama Kabupaten diseluruh bagian 
Peraturan Daerah diubah dan harus dibaca menjadi Tanjung Jabung Barat. 

B. Kata Tingkat II diseluruh bagian Peraturan Daerah dihapus. 

 

Pasal II 

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar semua orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah 
ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat. 

 

 

Ditetapkan di Kuala Tungkal 
Pada tanggal 26 Mei 2001 

 
BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT 

 
ttd 
 

USMAN ERMULAN 



  

 

 

 
 

Diundangkan di Kuala Tungkal 
Pada tanggal 26 Mei 2001 

 
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN 

TANJUNG JABUNG BARAT 
 

ttd 
 

H.M. YAMIN, SH 
 

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT 

TAHUN 2001 NOMOR 38 

 


